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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank 

Indonesia.
1
 di atur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa 

mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki 

ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan 

identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah 

tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam 

Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan 

sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah 

tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan 

tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari 

tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.
2
 Pemalsuan mata uang 

diklasifikasikan sebagai kejahatan.
3
 

Interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan akan 

senantiasa terdapat suatu keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam 

kehidupannya, manusia harus berperilaku baik serta tidak menimbulkan kerugian 

bagi orang lain, sehingga untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu 

                                                           
1
 Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang  Mata Uang menyatakan bahwa 

BI merupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada 

masyarakat. 
2
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3
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dengan manusia yang lain tersebut dibutuhkan adanya suatu peraturan atau 

hukum. Peraturan atau hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan 

dalam kehidupan bermasyarakat supaya terwujud ketertiban, keamanan dan 

kedamaian. Dengan adanya suatu peraturan hukum, diharapkan akan 

mengingatkan kepada manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk 

dapatberperilaku baik dengan tidak melanggar peraturan atau hukum yang 

ada.Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan 

ketertiban ini sifatnya pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang 

teratur. Di samping ketertiban, tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan 

yang berbedabeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
4
 

Hukum pidana mengatur tentang pengertian suatu perbuatan yang dapat 

dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan mana yang 

digolongkan sebagai tindak pidana, termasuk ancaman pidananya. Hukum pidana 

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang 

mengadakan dasar-dasar aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melarang larangan tersebut; 

b. Menentukan kapan dan hal-hal apa saja kepada mereka yang telah 

melanggarlarangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana telah diancamkan; 

                                                           
4
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c. Menentukan dengan cara apa dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
5
 

Menurut Satochid Kartanegara, perbuatan meniru mata uang atau uang 

kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak 

mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan 

juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah 

untuk membuat mata uang, misalnya dengan memakai bahan-bahan yang 

disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak 

dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah.
6
 

Kudus sebagai kota persinggahan baik untuk kegiatan pariwisata dan 

bisnis bagi kota-kota kabupaten di wilayah Karisidenan Pati. Tingakat tindak 

pidana perderadarn uang palsu di kabupaten kudus cukup tinggi seperti yang 

dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, 

meringkus lima pelaku yang terlibat dalam peredaran uang palsu pecahan Rp 

100.000. (seratus ribu rupiah) Dari tangan para pelaku, Satreskrim Polres Kudus 

mengamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 

sebanyak 69 lembar atau senilai Rp 6,900.000 (enam juta sembilan ratus ribu 

rupiah). pengungkapan kasus uang palsu tersebut bermula dari informasi 

masyarakat, terutama para pedagang, yang resah dengan maraknya peredaran 

uang palsu. Atas perbuatannya itu, kelima pelaku dijerat Pasal 36 ayat (3) 

                                                           
5
 Moeljatno, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 20 

6
 PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum 

Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, edisi kedua, Jakarta: Sinar 
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Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang Mata Uang Subsider Pasal 245 KUHP 

tentang Pemalsuan Mata Uang Negara, dengan ancaman hukuman maksimal 15 

tahun penjara.
7
 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya 

dalam bentuk tesis dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM 

PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DI 

WILAYAH POLRES KUDUS” 

 

B.     Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dikemukakan  tiga permasalahan pokok yaitu : 

1. Bagaimanakah cara penyidik menentukan tersangka dalam perkara tindak 

pidana mengedarkan uang di Wilayah Polres Kudus?  

2. Bagaimanakah mekanisme penyidikan perkara tindak pidana mengedarkan 

uang palsu di Wilayah Polres Kudus? 

3. Bagaimanakah hambatan-hambatan dan solusinya yang dihadapi penyidik 

dalam penyidikan perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu di Wilayah 

Polres Kudus? 

 

 

                                                           
7
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis penyidik menentukan tersangka dalam perkara tindak 

pidana mengedarkan uang di Wilayah Polres Kudus. 

2. Untuk menganalisis mekanisme penyidikan perkara tindak pidana 

mengedarkan uang palsu di Wilayah Polres Kudus 

3. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusinya yang dihadapi 

penyidik dalam penyidikan perkara tindak pidana mengedarkan uang palsu di 

Wilayah Polres Kudus. 

 

D.     Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan 

Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil 

maupun secara 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, 

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, 

khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan uang. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor penting yang telah diketahui dalam 
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suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang 

saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara 

beberapa variabel yang diobservasi.
8
 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas 

perbuatan yang dilakukan.
9
 Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang 

tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. 

Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal 

yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. 

1. Penyelidikan 

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur 

dalam Undang-undang.
10

 

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya 

bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya 

telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya 

merupakan dasar permulaan penyidikan. 

Penyelidikan dilakukan berdasarkan : 

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh 

penyelidik/penyidik 

                                                           
8
Liaamani “Kerangka Teoritis” http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html 21 

September 2018 
9
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b. Laporan polisi 

c. Berita Acara pemeriksaan di TKP 

d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.
11

 

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah 

penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya 

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, 

maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada 

tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan 

menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan 

pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada 

tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat 

terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. 

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni 

dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
12

 

 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang 

terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 

tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan; 

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 

                                                           
11

 3 M. Husein harun. Op,Cit hlm 57 
12

Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 1 butir 

2.  
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c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 

tersangkanya 

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 

dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana 

itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak 

pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.
13

 

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP 

lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan 

batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam 

tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik 

negeri sipil.
14

 

2. Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu 

pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian 

yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 

hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana 

                                                           
13

 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia , (Malang: 

Bayumedia Publishing, April 2005), hlm. .380-381 
14

 Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 

1 . 
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dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, 

sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan 

pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini 

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti 

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan 

sebagai ”hukuman”.
15

 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

“perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang 

diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak 

pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran 

umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko 

Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah 

“perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan 

sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis 

kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, 

dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia 

yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-

faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.
16

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” 

untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

                                                           
15

 Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37 
16

 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam 

Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137 
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perkataan strafbaarfeit, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

Hamel mengatakan bahwa : ”Strafbaarfeit adalah kelakuan orang 

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.
17

 

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut : 

”Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang 

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.
18

 

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari 

kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”wordt 

gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan 

istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu 

”pidana” untuk menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika ”straf” diartikan 

”hukuman” maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. 

Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi 

hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil 

atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, 

sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
19 Menurut 

Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat 

diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” 

                                                           
17

 Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38. 
18

 Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174 
19

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, 

Bandung. hlm. 1. 
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(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut 

bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.
20

 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa 

pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.
21

 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. 

Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi 

seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi 

syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur 

tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsurunsur tindak pidana 

sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama 

(unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur 

(dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum 

dalam Pasal 362 KUHP.
22

 

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 

umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-

unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” 

adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 

                                                           
20

 Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 

Purwokerto. hlm. 3 
21

 Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. hlm. 22 
22

 Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43. 
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terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” 

itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 

keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
23

 

 

F. Kerangaka Teori 

1. Teori Keadilan 

 Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan 

sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di dalam 

semua hukum.
24

 Jika demikian, lalu apa arti dari keadilan itu? Pertanyaan 

ini antara lain telah terjawab (sebelum diungkapkan Georges Gurvitch), 

oleh Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum 

Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg 

dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (lustitia est 

constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).
25

 

 Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak 

seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang 

berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi 

manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan 

tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya 

tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, 

baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan 

pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-

                                                           
23

 Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183. 
24

 The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hlm. 7. 
25

 Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat 

Hukum Indonesia), Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 156. 
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orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung 

gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.
26

 

2. Teori Bekerjanya Hukum 

  Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat 

berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen 

pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang 

penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara 

normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak 

terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita 

tidak dapat lepas membicarakanya dari kehidupan manusia.
27

 

         Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum 

merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh 

dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna 

kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri 

adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.
28

 

          Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat 

memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam 

pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-

bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, 

Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang 

                                                           
26

 William Chang, Menggali Butir-butir Keutamaan, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 31-32. 
27

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Universitas 

Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1 
28

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, 

hlm. 13 
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terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri 

dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur 

hukum yang berinteraksi.
29

 

        Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta 

aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan 

dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan 

pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas 

hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara 

berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga 

masyarakat.
30

 

         Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau 

tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. 

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 

aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai 

sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan dengan Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap 

hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum 

erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat 

                                                           
29

 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Diterjemahkan oleh M. 

Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17 
30

 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1Pemahaman Awal, Kencana, 

Jakarta, 2009, hlm. 204 
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kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik 

yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi 

hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. 

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang 

undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya baik.
31

 

 

G.    Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat 

atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk 

memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
32

 Pada hakekatnya penelitian ini timbul 

dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta 

pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dialamnya ilmu hukum pidana. 

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistimatika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan 

yang timbul didalam gejala tersebut.
33

 

 Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematik dan konsisten. 

Metodelogis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematik 
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32

 Soerjono Soekamto, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1987, 
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33
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adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dengan kerangka tertentu. 

 Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai 

pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan 

memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu 

langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. 

Pendekatan yudiris digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan 

dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk mengalisis 

hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan 

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek 

kemasyarakatan.
34

 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

 Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan 

adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan 

kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa 

adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.  

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

                                                           
34

 Bambang Sungono, , Metode Penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 
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3. Sumber Data Penelitian 

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, data sekunder Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari   

a. Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. 

e. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

          Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal 

ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau 

ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum piadana.  

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopidia 

kepustakaan. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya 

pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan 

alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data 

yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-

pihak terkait. 
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 Selain data dari pustaka, dilakukan  observasi lapangan dan wawancara, 

serta quisionerpenulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam 

penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara 

purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, 

waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode 

pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada 

persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan 

penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi 

pendahuluan.
35

 Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah  : 

a. Perbankan 

b. Penyidik Unit Pidsus Polres Kudus 

c. Kejaksaan 

d. Pengadilan Kudus 

e. Masyarakat  

5. Metode Analisis Data 

 Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian 

disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa 

secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah 
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dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada.
36

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Manfaat Penelitian, Konseptual, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep. 

Kerangka teori meliputi Tinjauan umum Penyidik Menentukan Tersangka, 

Mekanisme Penyidikan Perkara dan menganalisis Hambatan-hambatan dan 

solusinya Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana 

Mengedarkan Uang Palsu di Wilayah Polres Kudus. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang 

ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Penyidik 

Menentukan Tersangka, Mekanisme Penyidikan Perkara dan menganalisis 

Hambatan-hambatan dan solusinya yang dihadapi Penyidik Dalam 
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Penyidikan Perkara Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu di Wilayah 

Polres Kudus. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. 


